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ABSTRAK

Tujuan dari penclitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis cvaluasi kebijakan
Kartu Identitas Anak (KIA) yang terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palembang. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni terbitnya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam pelaksanaannya, masih
banyak permasalahan mengenai implementasi dari Permendagri tersebut karena itu perfu diteliti
bagaimana evaluasi implementasi dari kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Penclitian ini ditinjau dari dua variabel besar yaitu Isi
Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Kebijakan (Context of Policy) dengan
menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh
penulis maka dapat memberikan saran yaitu meningkatkan sosialisasi terkait Kartu Idnetitas Anak
(KIA) dengan cara melakukan sosialisasi door fo door kepada masyarakat agar masyarakat

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Evaluasi Implementasi, Keberhasilan Implementasi,
Kartu Identitas Anak (KIA)

Pembimbing,

Drs.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the evaluation of the Child Identity
Card (KIA) policy that occurs within the Palembang City Population and Civil Registration Office.
The background of this research is the issuance of the Minister of Home Affairs Regulation Number
2 of 2016 concerning Child Identity Cards. In its implementation, there are still many problems
regarding the implementation of the Permendagri because it is necessary to examine how to
evaluate the implementation of the Child Identity Card policy at the Palembang City Population
and Civil Registration Office. This research is reviewed from two major variables, namely Policy
Content (Content of Policy) and Policy Environment (Context of Policy) using qualitative methods.
Based on the results of data analysis that has been carried out by the author, it can provide
suggestions, namely increasing socialization related to the Child Identity Card (KIA) by
conducting door to door socialization to the community so that people know the benefits and
importance of making a Child Identity Card for their child.

Keywords: Policy Evaluation, Implementation Evaluation, Successful Implementation, Child
Identity Card (KIA)

Pembimbing,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia,
mencatatkan populasi sekitar 277,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan
populasi yang besar ini menyebabkan data kependudukan bersifat dinamis dan terus
berubah seiring waktu. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
sistem pelayanan dan merumuskan kebijakan-kebijakan baru, terutama di sektor
administrasi kependudukan. Salah satu upaya penting dalam menjamin keabsahan data
kependudukan, khususnya untuk anak-anak adalah melalui penerbitan Kartu Identitas

Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan produk dokumen kependudukan yang
memiliki peran strategis dalam memastikan validitas dan keabsahan data kependudukan
anak di Indonesia. KIA dirancang sebagai instrumen administrasi yang mampu mencatat
informasi esensial mengenai identitas dan status kependudukan seorang anak. Dokumen
ini tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi resmi, tetapi juga memberikan akses kepada
berbagai hak dan pelayanan publik yang menjadi hak anak sesuai dengan hukum dan
regulasi yang berlaku. Dengan adanya Kartu Identitas Anak, pemerintah dapat memantau
dan mengelola data kependudukan anak secara lebih efisien dan akurat. Dalam konteks

pertumbuhan populasi yang dinamis, KIA juga berperan sebagai alat kontrol dan regulasi



untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Selain itu, KIA
memberikan dasar yang kuat bagi implementasi kebijakan-kebijakan khusus yang
berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Melalui upaya
ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di negara ini memiliki

akses yang adil dan setara terhadap layanan dan perlindungan sesuai dengan hak-haknya.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, penerapan Kartu Identitas
Anak juga memberikan dasar untuk integrasi sistem administrasi kependudukan dengan
teknologi canggih. Dengan adopsi teknologi, pemerintah dapat memantau dan mengelola
data kependudukan anak secara real-time, memungkinkan respons yang cepat terhadap
kebutuhan dan masalah yang muncul. Dengan demikian, KIA tidak hanya menjadi alat
administrasi, tetapi juga menjadi jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia di era modern ini. Kartu
Identitas Anak (KIA) merupakan implementasi dari konsep perlindungan hak anak yang
diakui secara internasional. Penerbitan KIA didasarkan pada sejumlah instrumen hukum,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, KIA sejalan
dengan Konversi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini
menetapkan hak-hak anak sebagai individu dengan status hukum sendiri dan
mengamanatkan perlindungan terhadap identitas mereka (Pasal 7). Oleh karena itu,
penerbitan KIA secara langsung mendukung pemenuhan kewajiban negara untuk

melindungi hak-hak dasar anak.

Di tingkat nasional, penerbitan KIA diatur dalam berbagai undang-undang dan

peraturan terkait administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang Administrasi Kependudukan, sebagai payung hukum utama dalam hal
administrasi kependudukan di Indonesia, memberikan landasan hukum bagi penerbitan
KIA. Pasal 35 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh KIA
sebagai bukti identitas diri dan status kependudukannya. Disamping itu, Undang-Undang
Perlindungan Anak juga turut memberikan landasan hukum terkait hak anak untuk

mendapatkan perlindungan dan identitas yang sah.

Pengimpelementasian Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia didasarkan pada
landasan hukum yang kuat, yang mengakar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pasal 2 Permendagri
tersebut secara jelas memandatkan bahwa setiap anak warga negara Indonesia berhak
memperoleh KIA sebagai tanda bukti identitas dan status kependudukan anak. Hal ini
sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diakui secara internasional,
sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh

Indonesia.

Selain itu, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 juga memberikan ketentuan-ketentuan
teknis terkait dengan data yang harus dicantumkan dalam KIA, prosedur penerbitan, dan
mekanisme pengawasan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan landasan operasional
bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan program penerbitan KIA.
Dengan demikian, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang
kuat dan rinci bagi implementasi KIA sebagai instrumen administrasi kependudukan yang

memastikan validitas dan keabsahan data kependudukan anak di Indonesia.



Selain UU Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, KIA
juga didukung oleh peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan teknis. Peraturan
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 2 Tahun 2012 tentang
KTP Elektronik menyediakan landasan bagi pelaksanaan pembuatan KIA secara rinci,
termasuk prosedur pengambilan data dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi,
dan juga didukung dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Kartu Intensif Anak. Dengan demikian, hal tersebut memastikan bahwa penerbitan KIA
dilakukan dengan standar tinggi dan memenuhi kriteria validitas yang diamanatkan dalam
UU Administrasi Kependudukan. Penetapan dasar hukum yang kuat untuk Kartu Identitas
Anak (KIA) mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memastikan hak-hak
anak terpenuhi, terutama di bidang administrasi kependudukan. Melalui kerangka hukum
yang kokoh, penerbitan dan penggunaan KIA menjadi suatu langkah penting dalam
memperkuat dan memperbaiki sistem kependudukan, dengan tujuan akhir untuk

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan KIA, pemerintah Kota
Palembang telah mengembangkan sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai Sikok Jadi
Tigo (SI JAGO). Program ini merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan tujuan untuk memastikan
ketersediaan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Melalui program ini, warga akan
memperoleh tiga jenis dokumen sekaligus, yaitu Kartu Keluarga baru, Akta Kelahiran

Anak, dan Kartu Identitas Anak.



Per tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah
melakukan rekapitulasi data terkait permohonan cetak Kartu Identitas Anak (KIA) dari

usia 0-17 tahun di Kota Palembang.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023

puLay | PENCETAKAN | (i Usia | REALISASI | TARGED
0-17 TAHUN

Januari 2023 226.147 509.179 44,41 50%
Februari 2023 229.924 490.855 46,84 50%
Maret 2023 232.621 490.855 47,39 50%
April 2023 234.283 490.855 47,73 50%
Mei 2023 236.663 490.855 48,21 50%
Juni 2023 238.056 490.855 48,50 50%
Juli 2023 242.008 490.855 49,31 50%
Agustus 2023 243.651 490.855 48,37 50%

Sumber: Diolah peneliti dari Data Rekapitulasi Kinerja Pencetakan Kartu Identitas Anak

di Kota Palembang Tahun 2023.

Berdasarkan dari data tabel diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang telah mencetak sebanyak 1.883.353 KIA. Namun, dari hasil pencetakkan
tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di tahun 2023 hanya

mencapai sebesar 47,5% dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 50%.



Kendala dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak disebabkan oleh beberapa
faktor. Faktor pertama adalah kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah,
baik melalui media sosial maupun melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat.
Kelemahan ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan
proses pengurusan dokumen kependudukan, khususnya terkait Kartu Identitas Anak.
Faktor kedua adalah minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Palembang terhadap lembaga pengguna, seperti lembaga pendidikan. Seharusnya,
lembaga pendidikan mampu memanfaatkan Kartu Identitas Anak sebagai persyaratan
pendaftaran anak ke sekolah. Hal ini dikarenakan Kartu Identitas Anak merupakan data
yang sah dan terverifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Dengan demikian, informasi mengenai identitas anak-anak tersebut akan menjadi

lebih akurat karena telah melalui proses verifikasi yang ketat.

Melihat kendala-kendala tersebut, penting untuk diakui bahwa Kartu Identitas Anak
(KIA) memiliki signifikasi yang besar bagi anak-anak yang berusia 0 - 17 tahun.
Kesadaran akan hal ini mendorong perlunya pemahaman terhadap semua hambatan yang
dihadapi dan harus mengadopsi strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Tindakan ini
sangat penting agar program KIA dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk
meningkatkan standar pelayanan publik dalam upaya mengoptimalkan administrasi

kependudukan bagi warga yang menetap di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji

adalah sebagai berikut : ”"Bagaimana Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu



Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Palembang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak

(KTA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan dan
informasi bagi Ilmu Administrasi Publik mengenai evaluasi kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan kontribusi dalam
mengevaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Palembang.
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